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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul penegakan hukum bagi tenaga medis atas tindakan
treatment illegal oleh klinik kecantikan menimbulkan berbagai permasalahan
hukum, terutama terkait perlindungan terhadap pasien. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis penegakan hukum bagi pasien atas tindakan treatment ilegal
oleh klinik kecantikan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku
praktik tersebut.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian
normatif yang berfokus pada kajian asas hukum, peraturan perundang-undangan,
dan doktrin para ahli, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Dengan menerapkan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindakan
treatment ilegal oleh klinik kecantikan mencakup penerapan sanksi pidana dan
administratif sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
baik kepada dokter, terapis, maupun klinik kecantikan itu sendiri. Dokter yang
melakukan kealpaan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 440 berupa
pidana penjara dan denda, sedangkan terapis atau individu non-medis yang
melakukan tindakan medis tanpa kewenangan dikenai sanksi Pasal 439 dengan
ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00. Klinik kecantikan yang beroperasi secara ilegal juga dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 442 serta sanksi
administratif berupa teguran, denda administratif, pembekuan izin, hingga
pencabutan izin operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 283. Namun,
pelaksanaan penegakan hukum masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi
antara aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, BPOM, dan Kominfo, sehingga
perlindungan hukum bagi pasien belum sepenuhnya terwujud dan banyak korban
belum memahami mekanisme pengaduan atau upaya hukum yang tersedia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Klinik Kecantikan, Treatment Ilegal,
Perlindungan Pasien.
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ABSTRAC

The research, " Law enforcement for medical personnel regarding illegal
treatment actions by beauty clinics,” raises various legal issues, particularly
regarding patient protection. This study aims to analyze law enforcement for
patients facing illegal treatments by beauty clinics and the legal accountability of
those involved in these practices.

This thesis employs a normative research method, focusing on the study of
legal principles, statutory regulations, and expert doctrines, without involving field
research. It employs both a legislative and case-based approach.

The research results indicate that law enforcement against illegal
treatments by beauty clinics includes the application of criminal and
administrative sanctions in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning
Health, applicable to doctors, therapists, as well as the beauty clinics themselves.
Doctors who commit negligence can be subject to criminal sanctions under Article
440 in the form of imprisonment and fines, while therapists or non-medical
individuals performing medical actions without authorization are subject to
sanctions under Article 439, with a maximum threat of 5 years imprisonment and
a maximum fine of IDR 500,000,000.00. Beauty clinics operating illegally can
also be held criminally liable under Article 442, as well as face administrative
sanctions such as warnings, administrative fines, license suspension, or
revocation of operational permits as regulated in Article 283. However, law
enforcement implementation is still not optimal due to weak coordination among
law enforcement officers, the Health Office, BPOM, and Kominfo, so legal
protection for patients has not been fully realized, and many victims are not yet
aware of the complaint mechanisms or available legal remedies.

Keywords: Law Enforcement, Beauty Clinics, Illegal Treatments, Patient
Protection.
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